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ABSTRAK 

 

PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERKAIT 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 PADA UD 

PX 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 resmi diberlakukan sejak 20 Desember 

2022, dimana merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

Peraturan ini memberlakukan kebijakan terbaru mengenai skema pajak penghasilan bagi 

orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto 

kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) 

tahun pajak. Ketentuan peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022. 

Studi ini mengkaji mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang harus 

dipatuhi oleh UD PX berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa UD PX telah memenuhi kewajiban perpajakannya 

dengan metode yang tepat. Perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan UD 

PX sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan peredaran bruto tidak melebihi 

RP4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga dikenakan pajak 

penghasilan final. UD PX juga menunjukkan kepatuhan serta ketaatan dalam penetoran 

pajak terutang, serta menggunakan SPT 1770 dalam pelaporan pajak tahunannya. Studi 

ini dapat memberikan pemahaman lebih pada wajib pajak yang menggunakan Peratuan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.  

Kata Kunci: Mekanisme, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, UMKM. 
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IMPLEMENTATION OF TAX OBLIGATIONS RELATED TO 

GOVERNMENT REGULATION NUMBER 55 OF 2022 ON UD PX 

 

Government Regulation Number 55 of 2022 has been officially implemented since 20 

December 2022, which is a replacement for Government Regulation Number 23 of 2018. 

This regulation implements the latest policy regarding income tax schemes for individuals 

and entities that carry out business activities with gross turnover of less than IDR 

4,800,000. 000.00 (four billion eight hundred million rupiah) for 1 (one) tax year. The 

provisions of this regulation are contained in government regulation Number 55 of 2022. 

This study examines the tax calculation, deposit and reporting mechanisms that UD PX 

must comply with based on Government Regulation Number 55 of 2022. The results of 

this research show that UD PX has fulfilled its tax obligations using the right method. 

The calculation of income tax payable is carried out by UD PX in accordance with 

applicable regulations, namely with gross turnover not exceeding IDR 4,800,000,000.00 

(four billion eight hundred million rupiah) so that it is subject to final income tax. UD PX 

also shows compliance and obedience in paying the tax owed, and uses SPT 1770 in its 

annual tax reporting. This study can provide more understanding for taxpayers who use 

Government Regulation Number 55 of 2022. 

Keywords:Mechanism, Government Regulation Number 55 of 2022, UMKM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak bukanlah suatu istilah yang asing lagi bagi telinga kita, tentunya 

sebagian dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari berhubungan sangat erat 

dengan pajak. Mulai dari yang terkecil seperti pajak yang dikenakan saat membeli 

kebutuhan pokok hingga pajak atas suatu usaha. Pajak adalah sumber utama 

penghasilan negara atau kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa yang 

dipungut oleh negara dan kemudian manfaat dari pajak tersebut akan dinikmati 

kembali oleh seluruh warga negara, sehingga terciptanya kemakmuran rakyat. 

Secara umum pajak memiliki fungsi untuk dapat membiayai anggaran yang 

berkaitan dengan segala aktivitas kepentingan negara, atau disebut sebagai fungsi 

budgetair. Fungsi lain dari pajak adalah pajak sebagai retribusi pendapatan, pajak 

yang telah dipungut negara nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum 

seperti pembangunan infrastruktur yang lebih layak dan baik. 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan usaha yang 

dimiliki orang pribadi atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai 

usaha mikro. Penggolongan UMKM didasarkan pada omzet per tahun, jumlah 

karyawan dan jumlah aset yang dimiliki. Terdapat kriteria agar usaha dapat 

disebut UMKM, dimana hal ini kedepannya juga dapat digunakan untuk 

mengurus surat izin usaha. Usaha mikro dalam UMKM memiliki omzet Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta memiliki aset atau kekayaan bersih 

maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), contoh dari usaha ini adalah 

pedagang asongan, pedagang di pasar dan lain-lain. Usaha kecil UMKM memiliki 

kekayaan per tahun kira-kira Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 

2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), contoh UMKM Kecil ini 

adalah usaha fotocopy, bengkel motor, usaha katering dan sebagainya.  Usaha 

menengah merupakan usaha dengan omzet melebihi Rp. 2.500.000.000 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar). 
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Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM) merupakan usaha yang 

dijalankan baik oleh individu maupun badan dalam lingkup kecil, UMKM 

memegang peran penting bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020 

Indonesia mengalami keterpurukan baik di bidang ekonomi maupun bidang 

lainnya akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Tidak ingin terus-terusan 

terpuruk dengan keadaan ini, perekonomian mulai bangkit dengan salah satunya 

karena giat memunculkan sektor bisnis Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM). 

Berdasarkan data Komite Pengawaa Perpajakan (25 Februari 2022) terdapat 64,2 

juta UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian nasional sebesar 61% 

terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM 

terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total 

tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. 

Selain itu banyaknya jumlah UMKM di Indonesia juga berperan penting sekaligus 

menjadi wadah dalam terciptanya lapangan pekerjaan. UMKM berperan dalam 

penyerapan tenaga kerja karena sifatnya yang fleksibel dan dapat dengan mudah 

beradaptasi dengan pasang surut permintaan pasar. 

Peran perpajakan dalam mendukung diluar tanah dan bangunan. UMKM 

itu sangatlah penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. UMKM bisa 

dikatakan sebagai tulang punggung bagi perekonomian global. Tidak hanya di 

Indonesia, di beberapa negara lain UMKM memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan serta 

menciptakan lapangan pekerjaan. Perpajakan UMKM harus dipertimbangkan 

berbagai tantangan yang ada pada sektor ini, seperti tantangan pemenuhan 

administrasi perpajakan. Maka dari itu, penting untuk menyederhanakan proses 

perpajakan sehingga dapat membantu UMKM untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Dalam penerapan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2022 dapat melibatkan hubungan antara wajib pajak dengan 

aturan perpajakan, penafsiran yang berbeda di kalangan yang berkepentingan, 

serta adaptasi terhadap perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini dibuat 

untuk mengidentifikasi dan menganalaisis tantangan, serta untuk memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang pengimplementasian kewajiban perpajakan 

bagi wajib pajak. Dengan diadakannya penelitian ini dapat menambah wawasan 
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pembaca dan wajib pajak yang telah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dari 

peraturan ini. 

Dalam rangka memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013 berupa perhitungan tarif pajak sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. 

Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai pertimbangan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 sudah tidak berlakukan lagi atau dicabut dan telah 

digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku sejak 01 Juli 2018. Peraturan ini 

mengatur kembali pajak penghasilan atau pajak yang diterima dari hasil usaha 

yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dimana tarif pajak penghasilan final yang 

awalnya 1% berubah menjadi 0,5%. 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dengan menerapkan berbagai kebijakan agar kepatuhan wajib 

pajak meningkat dan melaksanakan kewajibannya. Untuk meningkatkan 

kepatuhan perpajakan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang 

mengatur kembali perlakuan khusus Pajak Penghasilan UMKM . Peraturan 

tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dimana peraturan 

ini mengatur mengenai tarif pajak penghasilan yang mulanya pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menerapkan seluruh penghasilan usaha 

UMKM dikenakan tarif sebesar 0,5%, kini pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022 penghasilan usaha dikenakan tarif 0,5% apabila sudah melebihi Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 berlaku mulai 20 Desember 

2022 dimana menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

Peraturan ini memiliki tarif sebesar 0,5% dimana masa manfaat untuk wajib pajak 

orang pribadi selama 7 (tujuh tahun), 4 (empat) tahun untuk wajib pajak 

perskutuan komenditer (CV), firma dan koperasi, serta 3 (tiga) tahun untuk wajib 

pajak yang berbentuk PT. Maka bagi yang menggunakan PPh Final wajib 

menyelenggarakan pembukuan atau penyusunan laporan keuangan dengan baik 

dan rapi. Setelah masa manfaat telah habis digunakan, maka wajib pajak wajib 

menggunakan tari sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Apabila dalam 

tahun berjalan penghasilan atau omzet yang di dapatkan melebihi dari Rp. 
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4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka wajib pajak tidak 

dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 lagi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah mekanisme perhitungan pajak sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada UD PX? 

2. Bagaimanakah mekanisme penyetoran pajak sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada UD PX? 

3. Bagaimanakah mekanisme pelaporan pajak tahunan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada UD PX? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan perpajakan dengan 

menggunakan tarif PPh Final UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022. 

2. Untuk mengetahui mekanisme penyetoran pajak dengan menggunakan tarif 

PPh Final UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. 

3. Untuk dapat mengetahui mekanisme pelaporan pajak dengan menggunakan 

tarif PPh Final UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Penulis 

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai sarana dalam menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Politeknik Negeri Bali dan melakukan praktik kerja di Synergy Bali 

Consulting, khususnya dalam bidang perpajakan.  
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1.4.2 Bagi Lembaga 

Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan refrensi pembelajaran di 

perpustakaan mengenai peraturan perpajakan khususnya pajak UMKM, 

serta wawasan mengenai pengimplementasian Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2022. 

1.4.3 Bagi Perusahaan 

Hasil laporan tugas akhir ini dapat memberikan tambahan informasi yang 

memuat teori hingga mekanisme peneyetoran pajak UMKM dan dapat 

digunakan oleh UD PX yang menggunakan tarif PPH Final Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mekanisme perhitungan, penyetoran dan 

pelaporan wajib pajak atas UD PX sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 2022, maka dapat disimpulkan: 

1. Perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh UD PX sudah 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Diketahui dari 

peredaran bruto yang diperoleh UD PX pada tahun pajak 2023 adalah sebesar 

Rp2.024.030.500,00 sehingga tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dan 

dikenakan pajak yang bersifat final.  

2. UD PX telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan kepatuhan dan 

ketaatan yang dibuktikan dengan ketepatan waktu penyetoran pajak terutang. 

3. Mekanisme pelaporan yang dilakukan UD PX sudah tepat dengan 

menggunakan SPT 1770 dalam pelaksanaanya dan tidak melebihi batas waktu 

yang telah ditentukan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang dapat penulis 

berikan kepada UD PX adalah dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan 

pelaporan pajak diharapkan agar tetap konsisten serta tetap memperhatikan dan 

selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, 

jelas dan lengkap. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Rekapan Penjualan UD PX tahun 2023 

 

 

  

MASA NOMINAL

Jan-23 95.683.000,00Rp              

Feb-23 123.386.500,00Rp           

Mar-23 88.553.000,00Rp              

Apr-23 141.878.000,00Rp           

Mei-23 180.574.000,00Rp           

Jun-23 202.358.000,00Rp           

Jul-23 202.326.000,00Rp           

Agu-23 208.407.000,00Rp           

Sep-23 234.413.000,00Rp           

Okt-23 138.618.000,00Rp           

Nov-23 249.668.000,00Rp           

Des-23 158.166.000,00Rp           

UD PX

REKAPAN PENJUALAN JANUARI - DESEMBER 2023
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Lampiran 2: Bab X Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
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Lampiran 3: Cetakan Kode Billing Mei 2023 
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Lampiran 4: Foto Kegiatan dan Monitoring Selama Magang 
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Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Tugas Akhir 

 


